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Abstract / Abstrak  Keywords  

Education policy implementation in Indonesia's public education management continues 

to face a persistent gap between policy formulation and field-level realization. This study 

critically synthesizes the implementation of six major national policies Kurikulum 

Merdeka, Merdeka Belajar, PPPK teacher recruitment, School Operational Assistance 

(BOS) fund governance, the school zoning (zonasi) admission system, and the Merdeka 

Mengajar digital platform through George C. Edward III's policy implementation 

framework (communication, resources, disposition, and bureaucratic structure). Using a 

systematic qualitative literature review, 187 articles published between 2020 and 2025 

were initially retrieved from Scopus, SINTA, Google Scholar, and ScienceDirect, narrowed 

to 28 articles meeting the inclusion criteria after duplicate removal and full-text screening, 

and analyzed through two-stage content analysis. Findings show that Indonesia's PISA 

2022 scores (reading 359, mathematics 366, science 383) remain below the OECD 

average, teacher distribution stays highly uneven despite an adequate national ratio, and 

BOS fund governance and zoning admissions face persistent bureaucratic-coordination 

weaknesses. The novelty of this synthesis lies in mapping six policies onto a single four-

dimensional implementation matrix and proposing an implementation-gap cycle model, 

revealing that resource and bureaucratic-structure barriers are more decisive than 

communication or disposition failures reported in prior single-policy studies. The study 

concludes that evidence-based governance reform, data-driven redistribution of teachers 

and budgets, and stronger inter-agency coordination are needed to close the 

implementation gap, with direct implications for Indonesia's next national education 

roadmap and the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). 
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Implementasi kebijakan pendidikan dalam manajemen pendidikan publik di Indonesia 

masih menghadapi kesenjangan yang persisten antara perumusan kebijakan di tingkat pusat 

dan realisasinya di lapangan. Penelitian ini melakukan sintesis kritis terhadap implementasi 

enam kebijakan nasional utama, Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, rekrutmen guru 

PPPK, tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sistem zonasi penerimaan 

peserta didik baru, dan Platform Merdeka Mengajar menggunakan kerangka teori 

implementasi kebijakan George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi). Penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan sistematis 

(systematic literature review) dengan menelusuri 187 artikel dari basis data Scopus, 

SINTA, Google Scholar, dan ScienceDirect terbitan 2020–2025, yang setelah penghapusan 

duplikasi dan penyaringan teks lengkap diseleksi menjadi 28 artikel sesuai kriteria inklusi, 

kemudian dianalisis melalui analisis isi dua tahap. Hasil kajian menunjukkan skor PISA 

2022 Indonesia (membaca 359, matematika 366, sains 383) masih di bawah rata-rata 

OECD, distribusi guru masih timpang meskipun rasio guru-siswa nasional relatif ideal, 

serta tata kelola Dana BOS dan sistem zonasi masih menghadapi kelemahan koordinasi 

birokrasi yang persisten. Novelty penelitian ini terletak pada pemetaan keenam kebijakan 

tersebut ke dalam satu matriks implementasi berdimensi empat serta perumusan model 

siklus kesenjangan implementasi (implementation-gap cycle), yang mengungkapkan 

bahwa hambatan sumber daya dan struktur birokrasi lebih dominan dibandingkan faktor 

komunikasi maupun disposisi yang selama ini lebih banyak disorot pada kajian kebijakan 

tunggal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi tata kelola berbasis 

bukti (evidence-based policy), redistribusi guru dan anggaran berbasis data, serta 

penguatan koordinasi antarlembaga untuk menutup kesenjangan implementasi, dengan 

implikasi langsung terhadap penyusunan peta jalan pendidikan nasional dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. 
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PENDAHULUAN 

Kebijakan pendidikan merupakan 

instrumen strategis kebijakan publik yang 

menentukan arah pembangunan sumber 

daya manusia suatu bangsa (Suyana et al., 

2024). Dalam satu dekade terakhir, 

Indonesia telah meluncurkan serangkaian 

reformasi besar, mulai dari Kurikulum 

Merdeka, Merdeka Belajar, rekrutmen guru 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK), reformasi tata kelola Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sistem 

zonasi penerimaan peserta didik baru 

(PPDB), hingga digitalisasi pembelajaran 

melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) 

sebagai respons atas tuntutan global dan 

perkembangan teknologi (Kisyanto, 2025; 

Nurdin, 2021). 

 

Namun demikian, capaian mutu 

pendidikan nasional masih jauh dari target. 

Hasil Programme for International Student 

Assessment (PISA) 2022 menunjukkan skor 

literasi membaca siswa Indonesia sebesar 

359, matematika 366, dan sains 383 dan 

seluruhnya di bawah rata-rata negara-negara 

OECD dan menempatkan Indonesia pada 

peringkat ke-68 dari 81 negara peserta 

(OECD, 2023). Skor ini menurun 12–13 

poin dibandingkan PISA 2018, 

mencerminkan learning loss yang belum 

sepenuhnya pulih pascapandemi (OECD, 

2023). Di sisi sumber daya manusia, data 

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) semester 

ganjil 2025/2026 mencatat 3,47 juta guru 

terdaftar secara nasional, namun 

distribusinya sangat timpang: terdapat 

provinsi dengan lebih dari 400 ribu guru 

sementara daerah lain hanya memiliki 

sekitar 8 ribu guru, dan secara nasional 

Indonesia masih kekurangan sekitar 374 ribu 

guru pada satuan pendidikan negeri meski 

terdapat lebih dari 200 ribu guru ASN dan 

non-ASN yang berlebih pada bidang dan 

wilayah tertentu (Kementerian Pendidikan 

Dasar dan Menengah, 2025). Ketimpangan 

struktural ini diperparah oleh persoalan tata 

kelola anggaran: berbagai kajian atas 

pengelolaan Dana BOS di tingkat sekolah 

masih menemukan lemahnya transparansi, 

minimnya keterlibatan komite sekolah 

dalam penyusunan RKAS, dan variasi 

praktik akuntabilitas antara sekolah negeri 

dan swasta/madrasah (Ramdhani, 2022; 

Simanjuntak et al., 2024; Batubara et al., 

2023; Faizah et al., 2024). 

 

Pada aspek kurikulum, 

implementasi Kurikulum Merdeka juga 

masih menyisakan kesenjangan kesiapan 

antardaerah. Kajian pada jenjang SMP dan 

SMA menemukan bahwa kesiapan guru 

dalam pembelajaran berdiferensiasi, 

keterbatasan sarana, serta pemahaman 

asesmen formatif menjadi hambatan utama, 

khususnya di sekolah dengan kapasitas 

sumber daya terbatas (Hartawati & Karim, 

2024; Nurhayati et al., 2025; Syafriani et al., 

2025). Pada aspek penerimaan peserta didik, 

kebijakan zonasi PPDB yang dirancang 

untuk pemerataan mutu justru menimbulkan 

persoalan baru berupa keterbatasan daya 

tampung, manipulasi alamat domisili, dan 

kesenjangan kualitas antarsekolah dalam 

satu zona (Kurniawan et al., 2024; Winarti et 

al., 2023; Sidik, 2024; Ulfa Samosir & 

Usiono, 2025). Sementara itu, kebijakan 

redistribusi guru PPPK, meski dirancang 

untuk mengatasi kekurangan tenaga 

pendidik, masih menghadapi persoalan 

keadilan alokasi formasi dan kesenjangan 

kesejahteraan antara guru ASN dan non-

ASN (Adzhar & Nirmala, 2025). 

 

Fenomena ini menegaskan bahwa 

persoalan mendasar pendidikan Indonesia 

bukan terletak pada minimnya inovasi 

kebijakan, melainkan pada lemahnya 

implementasi di lapangan (Wirandana & 

Khoirunurrofik, 2024; Elvarisna et al., 

2023). Kesenjangan antara desain kebijakan 

yang progresif dengan realitas pelaksanaan 

yang timpang inilah yang menjadi titik tolak 

kritis artikel ini. 

Kajian implementasi kebijakan 

pendidikan di Indonesia berkembang pesat 

https://doi.org/10.15575/jpib.v7i2.33272
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dalam lima tahun terakhir dan dapat 

dipetakan ke dalam empat klaster utama. 

Pertama, klaster studi implementasi 

Kurikulum Merdeka pada level satuan 

pendidikan, yang umumnya bersifat studi 

kasus tunggal di satu sekolah atau daerah 

dan berfokus pada kesiapan guru serta 

sarana (Hartawati & Karim, 2024; Nurhayati 

et al., 2025; Hasbiúán, 2023). Kedua, klaster 

tata kelola pembiayaan pendidikan, 

khususnya akuntabilitas dan transparansi 

Dana BOS, yang secara konsisten menyoroti 

variasi praktik pelaporan antarsekolah 

namun jarang mengaitkannya dengan 

kerangka teori implementasi kebijakan 

publik secara eksplisit (Ramdhani, 2022; 

Simanjuntak et al., 2024; Faizah et al., 

2024). Ketiga, klaster evaluasi kebijakan 

zonasi PPDB, yang didominasi studi kasus 

kota/kabupaten tertentu dengan temuan yang 

relatif seragam mengenai dilema antara 

pemerataan akses dan mutu (Kurniawan et 

al., 2024; Purwanti et al., 2019; Sidik, 2024). 

Keempat, klaster kebijakan guru, mencakup 

redistribusi, rekrutmen PPPK, dan 

kesejahteraan tenaga pendidik honorer 

(Adzhar & Nirmala, 2025). Secara 

metodologis, mayoritas studi pada keempat 

klaster tersebut bersifat deskriptif-kualitatif 

dengan cakupan lokal dan jarang 

menggunakan kerangka teori implementasi 

kebijakan publik yang eksplisit dan 

konsisten sebagai pisau analisis (Nurdin, 

2021). 

 

Sejauh penelusuran penulis, belum 

ditemukan kajian yang mensintesis lebih 

dari satu kebijakan pendidikan nasional 

sekaligus ke dalam satu kerangka teori 

implementasi yang sama. Studi-studi yang 

ada cenderung berdiri sendiri per kebijakan. 

Kurikulum Merdeka, Dana BOS, atau zonasi 

dibahas secara terpisah sehingga pola 

hambatan implementasi lintas kebijakan, 

yang kemungkinan besar bersumber dari 

akar masalah yang sama, yaitu lemahnya 

struktur birokrasi dan keterbatasan sumber 

daya, belum pernah dipetakan secara 

komparatif. Artikel awal yang menjadi dasar 

revisi ini pun masih bersifat deskriptif-

normatif tanpa kerangka teori implementasi 

yang eksplisit, sehingga belum mampu 

menjelaskan mengapa kesenjangan 

implementasi terus berulang lintas kebijakan 

(Elvarisna et al., 2023; Putri et al., 2024). 

 

Novelty penelitian ini terletak pada 

tiga hal. Pertama, penelitian ini melakukan 

sintesis lintas kebijakan (cross-policy 

synthesis) terhadap enam kebijakan 

pendidikan nasional strategis sekaligus yaitu 

Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, guru 

PPPK, Dana BOS, zonasi PPDB, dan 

digitalisasi PMM yang selama ini dikaji 

secara terpisah. Kedua, seluruh temuan 

dipetakan secara eksplisit ke dalam empat 

dimensi teori implementasi kebijakan 

George C. Edward III (komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi), 

sehingga menghasilkan matriks sintesis 

yang dapat direplikasi untuk kebijakan lain. 

Ketiga, penelitian ini merumuskan model 

konseptual siklus kesenjangan implementasi 

(implementation-gap cycle) yang 

menjelaskan bagaimana keempat dimensi 

tersebut saling memperkuat kesenjangan 

mutu dan pemerataan pendidikan di 

Indonesia. 

 

Urgensi kajian ini semakin tinggi 

mengingat pemerintah tengah menetapkan 

target peningkatan skor numerasi nasional 

hingga 419 poin pada 2028 melalui Gerakan 

Numerasi Nasional sebagaimana tercantum 

dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, 

bersamaan dengan pelaksanaan kebijakan 

redistribusi guru ASN daerah tahun 2025 

dan target penghapusan status guru honorer 

pada 2026 (Kementerian Pendidikan Dasar 

dan Menengah, 2025). Tanpa sintesis 

implementasi yang komprehensif, 

kebijakan-kebijakan baru berisiko 

mengulang pola kegagalan implementasi 

yang sama seperti kebijakan-kebijakan 

sebelumnya. Sintesis kritis ini penting untuk 

menjadi masukan tepat waktu bagi 

penyusunan peta jalan pendidikan nasional 

berikutnya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk: (1) 

memetakan hambatan implementasi enam 

kebijakan pendidikan nasional 

menggunakan kerangka teori implementasi 

kebijakan George C. Edward III; (2) 

mensintesiskan temuan-temuan empiris dari 

berbagai kajian tersebut ke dalam satu 

matriks implementasi yang koheren; dan (3) 

merumuskan rekomendasi kebijakan 

berbasis bukti untuk memperkuat efektivitas 

implementasi kebijakan pendidikan di 

Indonesia. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan desain studi 

kepustakaan sistematis (systematic 

literature review/SLR) yang dipadukan 

dengan analisis isi kritis (critical content 

analysis) (Elvarisna et al., 2023). 

Pendekatan yang digunakan bersifat 

deduktif-induktif: kerangka teori 

implementasi kebijakan George C. Edward 

III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi) digunakan sebagai 

kategori koding a priori (deduktif), 

sementara tema-tema spesifik yang muncul 

dari literatur dikembangkan secara induktif 

melalui pembacaan berulang (Suyana et al., 

2024). 

 

Penelusuran literatur dilakukan 

pada basis data Scopus, SINTA, Google 

Scholar, dan ScienceDirect  dikombinasikan 

dengan operator Boolean AND/OR. 

Rentang tahun publikasi dibatasi pada 2020–

2025 untuk memastikan relevansi dengan 

kondisi kebijakan pendidikan terkini. 

 

Penelusuran awal menghasilkan 187 

artikel. Setelah penghapusan duplikasi 

diperoleh 152 artikel, yang kemudian 

disaring berdasarkan judul dan abstrak 

menjadi 64 artikel. Pembacaan teks lengkap 

(full-text screening) terhadap 64 artikel 

tersebut menghasilkan 28 artikel yang 

memenuhi kriteria inklusi dan digunakan 

sebagai unit analisis utama, dilengkapi 

dengan sumber data resmi 

(Kemendikbud/Kemendikdasmen, BPS, dan 

OECD) sebagai data pendukung kondisi 

empiris. 

 

Kriteria inklusi meliputi: (a) artikel 

jurnal ilmiah terindeks nasional (SINTA) 

atau internasional (Scopus/terindeks 

bereputasi) yang terbit 2020–2025; (b) 

berbahasa Indonesia atau Inggris; (c) 

membahas implementasi kebijakan 

pendidikan di Indonesia secara empiris 

maupun tinjauan literatur; (d) dapat diakses 

secara penuh (full text). Kriteria eksklusi 

meliputi: (a) artikel berupa opini, editorial, 

atau esai tanpa data empiris; (b) duplikasi 

publikasi; (c) artikel yang tidak dapat 

diakses secara penuh; (d) penelitian di luar 

konteks kebijakan pendidikan Indonesia. 

 

Analisis data menggunakan teknik 

analisis isi (content analysis) dua tahap. 

Tahap pertama adalah open coding, yaitu 

identifikasi temuan kunci dari setiap artikel 

tanpa kategori yang telah ditentukan. Tahap 

kedua adalah axial coding, yaitu 

pengelompokan temuan tersebut ke dalam 

empat dimensi Edward III (komunikasi, 

sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) 

serta pemetaannya terhadap enam kebijakan 

pendidikan yang menjadi fokus kajian 

(Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, 

guru PPPK, Dana BOS, zonasi PPDB, dan 

PMM). 

 

Validitas interpretasi dijaga melalui 

triangulasi sumber, yaitu membandingkan 

temuan dari studi kasus di berbagai daerah 

dan jenjang pendidikan untuk memastikan 

konsistensi pola, serta melalui proses peer-

debriefing antarpenulis untuk menguji ulang 

kategorisasi tema. Seluruh tahapan 

pencarian, seleksi, dan koding 

didokumentasikan secara rinci sehingga 

penelitian ini bersifat replicable dan dapat 

direplikasi oleh peneliti lain dengan kata 

kunci dan kriteria yang sama. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai dengan tujuan penelitian, 

hasil kajian disajikan berdasarkan empat 

dimensi teori implementasi kebijakan 

George C. Edward III, yaitu komunikasi, 

sumber daya, disposisi implementor, dan 

struktur birokrasi (Edwards III, 1980). 

Keempat dimensi ini digunakan untuk 

membedah implementasi enam kebijakan: 

Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, guru 

PPPK, Dana BOS, zonasi PPDB, dan 

Platform Merdeka Mengajar. 

 

Komunikasi Kebijakan 

Dimensi komunikasi mencakup 

kejelasan, konsistensi, dan penyampaian 

kebijakan kepada seluruh pemangku 

kepentingan (Edwards III, 1980). Pada 

Kurikulum Merdeka, sosialisasi kebijakan 

telah dilakukan secara masif melalui 

Platform Merdeka Mengajar, namun kajian 

pada jenjang SMP dan SMA menemukan 

bahwa pemahaman guru terhadap prinsip 

pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen 

formatif masih beragam, terutama di sekolah 

dengan akses pelatihan yang terbatas 

(Nurhayati et al., 2025; Syafriani et al., 
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2025). Pada kebijakan zonasi PPDB, 

permasalahan komunikasi tampak dari 

minimnya sosialisasi publik yang 

komprehensif, sehingga menimbulkan 

resistensi sosial dan kesalahpahaman 

masyarakat mengenai mekanisme jalur 

afirmasi dan zonasi (Winarti et al., 2023). 

Pada tata kelola Dana BOS, lemahnya 

komunikasi regulasi kepada pihak sekolah 

turut berkontribusi pada rendahnya 

pemahaman terhadap petunjuk teknis 

pengelolaan dana, yang berdampak pada 

variasi praktik pelaporan (Faizah et al., 

2024). 

 

Sumber Daya 

Dimensi sumber daya meliputi 

kecukupan staf, informasi, kewenangan, dan 

fasilitas pendukung implementasi (Edwards 

III, 1980; Mazmanian & Sabatier, 1983). 

Data menunjukkan bahwa persoalan sumber 

daya menjadi hambatan paling dominan 

lintas kebijakan. Pada aspek guru, meskipun 

rasio guru-siswa nasional relatif ideal, 

distribusi guru sangat timpang antarwilayah: 

Indonesia kekurangan sekitar 374 ribu guru 

pada satuan pendidikan negeri, sementara 

lebih dari 200 ribu guru ASN dan non-ASN 

justru berlebih pada bidang dan wilayah 

tertentu (Kementerian Pendidikan Dasar dan 

Menengah, 2025). Kesenjangan ini paling 

parah di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan 

Kalimantan Utara. Pada aspek pembiayaan, 

pengelolaan Dana BOS di tingkat sekolah 

masih menghadapi kendala kompetensi 

sumber daya manusia pengelola keuangan 

dan keterbatasan sarana pelaporan digital, 

terutama di madrasah dan sekolah swasta di 

wilayah terpencil (Ramdhani, 2022; 

Batubara et al., 2023). Pada aspek 

infrastruktur digital, implementasi PMM 

masih menghadapi kesenjangan akses 

internet di daerah 3T, sehingga distribusi 

manfaat digitalisasi pendidikan belum 

merata (Hasbiúán, 2023). 

 

Disposisi Implementor 

Disposisi merujuk pada sikap, 

komitmen, dan motivasi aparat pelaksana 

kebijakan (Edwards III, 1980). Studi tentang 

Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa 

disposisi guru terhadap perubahan 

kurikulum bervariasi: guru dengan 

pengalaman pelatihan Guru Penggerak 

menunjukkan penerimaan yang lebih tinggi 

dibandingkan guru yang hanya 

mengandalkan modul mandiri di PMM 

(Hartawati & Karim, 2024). Pada kebijakan 

guru PPPK, disposisi implementor di tingkat 

daerah turut memengaruhi keadilan 

distribusi formasi; ketiadaan mekanisme 

kompensasi bagi guru honorer lama 

berpotensi memperlebar kesenjangan 

kesejahteraan dan menurunkan motivasi 

kerja (Adzhar & Nirmala, 2025). Pada Dana 

BOS, disposisi kepala sekolah dan komite 

sekolah terhadap prinsip transparansi turut 

menentukan efektivitas pengelolaan; 

sekolah dengan kepemimpinan yang 

proaktif melibatkan orang tua dalam 

penyusunan RKAS menunjukkan tingkat 

akuntabilitas yang lebih tinggi (Simanjuntak 

et al., 2024). 

 

Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi mencakup 

Standard Operating Procedures (SOP) dan 

fragmentasi kewenangan antarlembaga 

(Edwards III, 1980). Kompleksitas birokrasi 

paling menonjol pada kebijakan zonasi 

PPDB, yang melibatkan koordinasi lintas 

dinas pendidikan, pemerintah daerah, dan 

sekolah, sehingga rentan terhadap 

manipulasi domisili dan ketidaksesuaian 

daya tampung (Kurniawan et al., 2024; 

Sidik, 2024; Ulfa Samosir & Usiono, 2025). 

Pada kebijakan guru, fragmentasi 

kewenangan antara pemerintah pusat 

(penetapan formasi nasional) dan 

pemerintah daerah (penempatan riil di 

lapangan) menjadi akar dari ketimpangan 

distribusi guru yang berlarut-larut 

(Kementerian Pendidikan Dasar dan 

Menengah, 2025). Pada Dana BOS, 

tumpang tindih regulasi antara petunjuk 

teknis pusat dan kebijakan pengelolaan 

keuangan daerah turut memperlambat 

penyerapan dan pelaporan anggaran (Faizah 

et al., 2024). Secara keseluruhan, temuan ini 

konsisten dengan argumen bahwa 

desentralisasi pendidikan di Indonesia 

belum diimbangi dengan kapasitas 

kelembagaan daerah yang memadai 

(Nurdin, 2021; Wirandana & 

Khoirunurrofik, 2024). 

 

Tabel 1. Sintesis Hasil Kajian 

Literatur Berdasarkan Dimensi Edward 

III 

Dimensi 

Edward 

III 

Kebijakan 

Terkait 
Temuan Utama Sumber 
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Komunika

si 
Kurikulum 

Merdeka; 

Zonasi 

PPDB; 

Dana BOS 

Sosialisasi belum 

merata; edukasi 

publik minim; 

pemahaman 

juknis rendah 

Nurhayati et 

al., 2025; 

Winarti et al., 

2023; Faizah 

et al., 2024 

Sumber 

Daya 
Distribusi 

Guru; Dana 

BOS; PMM 

Distribusi guru 

timpang 

antarwilayah; 

kompetensi 

pengelola 

keuangan 

terbatas; 

kesenjangan 

akses digital 

Kemendikdas

men, 2025; 

Ramdhani, 

2022; 

Hasbiúán, 

2023 

Disposisi Kurikulum 

Merdeka; 

PPPK; 

Dana BOS 

Variasi 

penerimaan guru 

terhadap 

perubahan; 

keadilan 

distribusi 

formasi; 

komitmen kepala 

sekolah 

Hartawati & 

Karim, 2024; 

Adzhar & 

Nirmala, 

2025; 

Simanjuntak 

et al., 2024 

Struktur 

Birokrasi 
Zonasi 

PPDB; 

Distribusi 

Guru; Dana 

BOS 

Fragmentasi 

kewenangan 

pusat-daerah; 

tumpang tindih 

regulasi 

Kurniawan et 

al., 2024; 

Kemendikdas

men, 2025; 

Faizah et al., 

2024 

 

Model Konseptual Hasil Sintesis: 

Siklus Kesenjangan Implementasi 

Berdasarkan sintesis di atas, penulis 

mengajukan model konseptual siklus 

kesenjangan implementasi (implementation-

gap cycle) yang menggambarkan hubungan 

sebab-akibat antardimensi. Lemahnya 

struktur birokrasi (fragmentasi kewenangan 

pusat-daerah) membatasi efektivitas 

komunikasi kebijakan ke tingkat sekolah; 

komunikasi yang lemah tersebut 

menghambat pemerataan sumber daya 

karena informasi kebutuhan riil di lapangan 

tidak tersampaikan secara akurat ke 

pengambil kebijakan pusat; keterbatasan 

sumber daya pada gilirannya menurunkan 

disposisi implementor karena minimnya 

insentif dan dukungan; dan rendahnya 

disposisi memperkuat kembali kekakuan 

struktur birokrasi karena implementor 

cenderung bekerja sesuai prosedur minimal 

tanpa inisiatif perbaikan. Siklus empat tahap 

yang saling memperkuat ini (birokrasi, 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

birokrasi) menjelaskan mengapa 

kesenjangan implementasi kebijakan 

pendidikan di Indonesia cenderung berulang 

lintas kebijakan meskipun desain 

kebijakannya terus diperbarui. Untuk 

memutus siklus ini, intervensi perlu 

dilakukan secara simultan pada seluruh 

dimensi, bukan hanya pada satu titik, 

melalui reformasi tata kelola berbasis data 

(evidence-based governance). 

 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menjawab tujuan yang 

ditetapkan dengan menunjukkan bahwa 

hambatan implementasi enam kebijakan 

pendidikan nasional. Kurikulum Merdeka, 

Merdeka Belajar, guru PPPK, Dana BOS, 

zonasi PPDB, dan PMM secara konsisten 

bersumber dari empat dimensi Edward III, 

dengan sumber daya dan struktur birokrasi 

sebagai faktor paling dominan dibandingkan 

komunikasi dan disposisi. Secara teoritis, 

penelitian ini memperluas aplikasi model 

Edward III dari kajian kebijakan tunggal 

menjadi kerangka sintesis lintas kebijakan, 

serta mengajukan model konseptual siklus 

kesenjangan implementasi yang dapat diuji 

lebih lanjut pada konteks kebijakan sektor 

publik lain di Indonesia. 

 

Secara praktis, temuan ini 

merekomendasikan tiga langkah kebijakan: 

(1) redistribusi guru dan anggaran berbasis 

data riil kebutuhan daerah, bukan hanya 

rasio nasional agregat; (2) penguatan sistem 

pelaporan digital dan pelatihan pengelolaan 

keuangan bagi kepala sekolah dan komite 

sekolah guna memperbaiki akuntabilitas 

Dana BOS; dan (3) penyederhanaan 

koordinasi lintas kementerian dan 

pemerintah daerah dalam pelaksanaan 

zonasi PPDB dan penempatan guru PPPK. 

Implikasi kebijakan dari temuan ini relevan 

untuk penyusunan peta jalan pendidikan 

nasional dan RPJMN 2025–2029, 

khususnya dalam upaya mencapai target 

numerasi nasional. 

 

Novelty konseptual penelitian ini 

adalah matriks sintesis empat dimensi lintas 

enam kebijakan serta model siklus 

kesenjangan implementasi yang 

menjelaskan sifat berulang dari persoalan 

implementasi pendidikan di Indonesia. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena 

bersumber sepenuhnya dari studi 

kepustakaan sekunder tanpa data lapangan 

primer, sehingga generalisasi temuan pada 

konteks daerah tertentu perlu dilakukan 

dengan hati-hati. Penelitian lanjutan 

disarankan untuk melakukan validasi model 

konseptual ini melalui penelitian lapangan 
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campuran (mixed-methods) di berbagai 

provinsi dengan karakteristik geografis dan 

kapasitas kelembagaan yang berbeda, guna 

menguji generalisabilitas siklus kesenjangan 

implementasi yang diajukan. 
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